
WALIKOTA BLITAR 

iPROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

Transaksi Pengeluaran Daerah Non Tunai, terutama 

dalam rangka pembatasan penggunaan uang tunai oleh 

bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran 

pembantu secara bertahap, maka beberapa ketentuan 

yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi 

Pengeluaran Daerah Non Tunai Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Blitar perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Transaksi Pengeluaran Daerah Non Tunai Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Blitar 

1 .  Undang-Undang Nomor 1 7 tahun 1950 tentang 

Pembentukan · .  Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551) ;  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

r>. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 
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Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3243 ) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 604); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  

Tahun 20 1 1  ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

. 17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); 

18. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Transaksi Pengeluaran Daerah Non Tunai 

Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah 

Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG 

PELAKSANAAN TRANSAKSI PENGELUARAN DAERAH NON 

TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 Ayat ( 1 )  huruf b angka 1 1 )  Peraturan Walikota Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Pengeluaran Daerah Non Tunai Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Blitar diubah, sehingga Pasal 5 Ayat (1 )  huruf b 

berbunyi sebagai berikut: 

b. Belanja Langsung 

1) untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi 

bencana alam; 

2) belanja bahan bakar dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas; 

3) belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan 

saat digunakan dalam perjalanan dinas dan bersifat mendesak; 

4) pembayaran belanja transport peserta dalam rangka seminar/ 

rapat/ workshop/ sosialisasi/ pemeran/ bazaar dan sejenisnya; 

5) pembayaran untuk pembelian eek dan benda pos; 

6) pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di 

luar daerah; 
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7) pembayaran belanja makan dan mmum tamu yang sifatnya 

mendesak dan tidak terencana; 

8) pembayaran pajak kendaraan bermotor; 

9) pembayaran untuk tenaga kebersihan dan buruh kasar; 

10) pembayaran untuk tenaga pramusaji untuk rumah dinas Kepala 

Daerah / W akil Kepala Daerah; 

1 1 )  Pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka 

pengadaan barang/jasa dengan nominal paling tinggi sebesar Rp 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) per transaksi. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

0 
-; -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 2 Januari 2019 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTO SO 
Diundangkan di Blitar 
pada tanggal 2 Januari 2019 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

Ttd. 

RUDY WIJONARKO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 1 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, 

AHMAD TOBRONI, S .H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19670909 199803 1 008 

~ 
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